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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul
“Antropologi & Sosiologi Hukum”. Dinamika perkembangan
Antropologi dan Sosiologi Hukum sangat dinamis, kedinamisan
tersebut merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat manusia.
Kehidupan masyarakat manusia yang dinamis ditandai dengan
perubahan-perubahan sosial dan budaya yang secara jelas dapat
terlihat melalui berbagai benda hasil budaya dan aktivitas-aktivitas
kehidupannya. Perubahan sosial budaya tidak luput juga dengan
perubahan hukum yang berkembang di masyarakat (living law)
yang bertindak sesuai dengan prilaku dan etika berbudaya yang
disesuaikan dengan dengan konstelasi yang ada.

Perubahan sosial dapat dipandang sebagai suatu variasi dari
cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena
perubahan-perubahan kondisi geografis, kebutuhan materil,
komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi
ataupun penemuan-penumuan baru dalam masyarakat tersebut.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya Antropologi
& Sosiologi Hukum sebagai bentuk pengenalan budaya dan sosial
yang melahirkan budaya hukum yang beretika dan menjunjung
tinggi moral dan nilai terhadap nilai-nilai yang dihidup di
masyarakat (living law) sebagai patokan bersosial budaya
dimasyarakat sebagaimana yang telah termaktub didalam Pancasila
dan Pembukaan UUD 1945.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu
saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami
mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya
buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca
dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan
mengenai bidang Hukum Tata Negara serta dapat bermanfaat bagi
masyarakat dalam arti luas.
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BAB
SELAYANG PANDANG

ANTROPOLOGI &
SOSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Antropologi Hukum

Antropologi Hukum adalah cabang dari antropologi
budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat
mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui
proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk
hukum. Sedangkan Nyoman Nurjaya melihat definisi
Antropoligi Hukum dari dua sudut. Dari optik ilmu hukum,
Antrpologi Hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu
hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-
studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis.
Jika dilihat dari sudut antropologi, AH adalah sub disiplin
antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada
fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat.!

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari
hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-
fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat,
bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau
bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial
(social control) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial
(social order) dalam masyarakat.? Antroplogi Hukum merupakan
salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik
beratkan pada pemahaman hukum dalam sudut pandang

1 Hikman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni,
2006)

2 Yusnita Eva, “‘Dalam Bidang Antropologi Hukum’, Mimbar Hukum, 22.1 (2010),
171-87.



BAB FASE

PERKEMBANGAN
ANTROPOLOGI
HUKUM

A. Fase Perkembangan Antropologi Hukum

Awal pemikiran antroplogis tentang hukum dimulai
dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli
antropologi, bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal
kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya
klasik Sir Henry Maine yang bertajuk The Ancient Law yang
diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. la dipandang sebagai
peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui
introduksi teori evolusionistik mengenai masyarakat dan
hukum. Secara umum tema kajian/teori-teori AH dapat
dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu Fase Evolusionisme, Fase
Fungsionalisme, Fase Pluralisme.
1. Fase Evolusionisme (1861-1926)

Tema-tema kajian yang dominan pada fase
evolusionisme/awal perkembangan AH adalah berkisar
pada eksistensi hukum. Perspektif pada fase ini adalah
adanya anggapan hukum berevolusi/berkembang sesuai
dengan perkembangan masyarakatnya. Studi evolusionistik
AH dimulai oleh Sir Henry Maine dalam bukunya The
Ancient Law (1861), yang mengatakan bahwa perkembangan
hukum menyesuaikan dengan perkembangan
masyarakatnya, yang dimulai dari masyarakat purba,
masyarakat suku, dan masyarakat wilayah bersama.

Menurut  Maine, pada  masyarakat purba,
masyarakatnya masih disibukkan dengan urusan makanan
dan melangsungkan keturunan, sehingga dikatakan pada
waktu itu belum ada hukum. Kemudian masyarakat suku

17



BAB ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN
YANG MEMPENGARUHI
TERBENTUKNYA DAN
BERKEMBANGNYA SOSIOLOGI
HUKUM & ANTROPOLOGI
HUKUM

A. Pemikiran Filsafat Hukum

1. Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum itu
tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-
sama masyarakat).?! Hal tersebut merupakan perwujudan
dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum
dari statu ke control sejalan dengan perkembangan
masyarakat sederhana ke masyarakat modern.

2. Mazhab Utility, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu harus
bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia).
Dimana manusia Dbertindak untuk memperbanyak
kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk
hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap
warga-warga masyarakat secara individual). Rudolph von
Ihering (social utilitarianism yaitu hukum merupakan suatu
alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan)

3. Aliran sociological jurisprudence, tokohnya Eugen Ehrlich
(hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup
di dalam masyarakat atau living law)

4. Aliran pragmatical legal realism, tokohnya Roscoe Pound
(law as a tool of social engineering), Karl Llewellyn, Jerome

21 Widodo Dwi Putro, ‘Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab
Sejarah Dalam Kasus ” Merarik ” (The Paradigm Conflict Between Sociological
Jurisprudence And The History School of Law In * Merarik ” Case)’, Jurnal Yudisial,
6.1 (2013), 48-63.
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BAB | HUBUNGAN HUKUM DAN
PERUBAHAN SOSIAL PADA
TATANAN SOSIOLOGI
DAN ANTROPOLOGI
HUKUM

A. Makna Perubahan Sosial

Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara
hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa
perubahan sosial itu? Istilah “perubahan” (change) dalam
pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai
sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya
atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun
tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak
perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak
berarti (trivial), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil
tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan
berarti (substantial).

Dalam pengertiannya yang paling konkret, perubahan
sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan
kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda
dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah
orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu
jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua
orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-
masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga
berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan
dengan situasi baru yang harus mereka respons. Situasi-situasi
ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara
baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili,
dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga,
perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja,
membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata
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BAB

A.

52

HUKUM, STRUKTUR
SOSIAL DAN
DINAMIKA SOSIAL

Hubungan Hukum dan Struktur Sosial dalam Sosisologi
Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh perbagai macam
kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk
menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di
dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan
pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antara
lain, mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan
harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.

Pola fikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang
cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Sikap-sikap
manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia
cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan manusia
yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-
beda, oleh karena itu dibutuhkan patokan-patokan yang berupa
kaidah-kaidah.

Kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-
pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang
diharapkan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme
pengendalian sosial agar selalu sesuatunya berjalan dengan
tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial
(mechanisme of social control) ialah segala sesuatu yang dilakukan
untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang
tidak direncanakan untu mendidik, mengajak atau bahkan
memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri



BAB

FUNGSI HUKUM
DI MASYARAKAT

A. Fungsi Hukum di Masyarakat dalam Sosiologi Hukum

Hukum sejatinya adalah norma/aturan yang tertulis

maupun tidak tertulis berfungsi sebagai media pengatur
interaksi sosial dan sebagai petunjuk yang mana perbuatan yang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan manusia,Lawrence
Friedman mengatakan fungsi hukum yaitu:

1. Rekayasa sosial (Social Engineering) As a tool of social

engineering (hukum sebagai alat perubahan sosial) artinya
hukum berfungsi menciptakan kondisi social yang baru,
yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan
dan dilaksanakan, terjadilah social engineering, terjadilah
perubahan social dari keadaan hidup yang serba terbatas
menuju di kehidupan yang sejahtera atau keadaan hidup
yang lebih baik.?8

. Penyelesaian sengketa (dispute settlement) As a tool of

justification (hukum sebagai alat mengecek benar tidaknya
tingkah laku) yakni hukum sebagai alat untuk mengecek
benar tidaknya suatu tingkah laku dengan di ketahuinya ciri-
ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, maka dengan
cepat akan terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang
menyimpang dari perbuatan itu.

28 Almaida Galung, ‘'UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH
NOMOR : 32 TAHUN 2004 DILIHAT DARI FUNGSI HUKUM “A TOOL OF
SOCIAL ENGINEERING DAN A TOOL OF SOCIAL CONTROL” (Suatu
Kajian Sosiologi Hukum)’, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 1.1 (2017), 11-26
<https:/ /doi.org/10.24903 /yrs.v1i1.201>.
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BAB PERUBAHAN

SOSIAL DALAM
SOSIOLOGI HUKUM

A. Teori Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan pada masyarakat di belahan dunia
dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya
menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara
lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan yang terjadi
dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola
perikelakuan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan
kewenangan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Lalu sebenarnya apa itu perubahan sosial? Sebagai suatu
pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-
perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga
kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-
nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara
kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari definisi tersebut
kiranya jelas bahwa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga
kemasyarakatan sebagai himpunan dari kaidah-kaidah dari
segala tingakatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan
pokok manusia, perubahan-perubahan yang kemudian
mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di
dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma,
nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam
masyarakat. Setiap individu atau suatu masyarakat pasti akan
mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini terjadi
karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat
memiliki pemikiran dan kemampuan yang terus berkembang
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BAB

A.

86

PEMBENTUKAN
HUKUM

Proses Pembentukan Hukum

Hukum tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa.
Itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai
factor integrasi dalam masyarakat. Sebagai pengatur sosial,
hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan
melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-
beda dalam proses pembuatan hukum dan proses implementasi
hukum. Proses pembuatan hukum itu sesungguhnya
mengandung pengertian yang sama dengan istilah proses
pembuatan UU.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya
proses pengaturan pola pembentukan hukum untuk mengatur
tatanan kehidupan social. Dalam masyarakat demokratis yang
modern, badan legislative berdaulat dalam membuat kebijakan
pembuatan hokum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pada prinsipnya proses pembuatan hukum tersebut
berlangsung dalam tiga tahapan besar, yakni :

1. Tahap Inisiasi

Lahirnya gagasan dalam masyarakat perlunya
pengaturan suatu hal melalui hokum yang masih murni
merupakan aktivitas sosiologis. Sebagai bentuk reaksi
terhadap sebuah fenomena sosial yang diprediksikan
dapat mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di
sinilah letak betapa pentingnya kajian-kajian sosiologis
dalam memberikan sumbangan informasi yang memadai



BAB

KESADARAN DAN
KEPATUHAN
HUKUM

A. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum secara umum adalah kesadaran yang

ada pada setiap manusia tentang apa hukum ituatau apa
seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup
kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum
dan onrecht antara yang seharusnya dilakukan dan tidak
seharusnya dilakukan. Beberapa ahli memberikan pengertian
tentang “kesadaran” dan hukum, di antaranya sebagai berikut.
1. Soerjono Soekanto: Kesadaran hukum sebenarnya adalah

102

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia
tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan.

Achmad Sanusi : Dalam batasan pengertian yang luas
kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus
mem budaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat
dipaksakan.

Paul Scholten: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu
kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk
selalu patuh dan taat kepada hukum. Di sinipun dengan jelas
terlihat, bahwa Scholten menekankan tentang nilai-nilai
masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan
oleh hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat
tersebut maka dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini
kembali pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang
berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai
masyarakat.
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A. Konsep Law Is A Tool of Social Engineering

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis
yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat
itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding
telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika
sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha
yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman.
Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting
dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap
telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai
instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial.
Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan
peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan
“aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat
diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau
lingkungan fisikal.

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan
untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena
mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme
control sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja
melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara
sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan
fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum
saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi
keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem
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